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Memmbang s baliwa berdusarkan Surat Permobonan ljin Pendirian PKBM NGEJAR KAWERLH
Tanggal 10 Februari 2019 Nomor 03/ PKBM NEL 2019
b bhahwa sebagai upaya meningkatkan sumber days manusa yang brerkualetas di maey swrahos
selain penyedinsn jalur pendidikan formal perlu juga ponyodiaan jalus penddiian nom
formal yang disclenggarakan oleh masyarskar langsung.
¢ bahwa agar kegiatan yang disclenggarakan oleh Pengelola PKEM NGEJAR KAWERLH
Dusun Banjarsan RT 01 RW 08 Desa Bancak, Kec Bancak herjalan ternib dan lascer st
pertimbangan schagaimana dimaksud huruf o dan horuf b, periu disctaphes dengss
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebuduyaan, F.cpermudaan dan Ulahraga Kabepaten
Semarang
Mengingm |, Undang-undang Republik Indonesis Nomor 13 Tahun 1950 tentang  Pembestuban
Duerali-Dacrah Kabupaten dabsm lingkungan Provins Jaws Tengah,

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1985 tentang perubshan Batss-
batas Wilayah Kotspraja Salatign Dan Duersh Swatantra Timghat 1l Sernarsmg |
Lembaran Negars Repiblik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambabes | exmbaran
Negarn Republik Indonesin Nomor 1652,

3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tabun 1999 tentang Pormenmak Daerad

4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembanpunsn s ssonsd |
Lembarsn Megara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 206),

s Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 wntang Soasm Pomutsh =
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonewia Tahun 1007 Nomor T8, Tambahen
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 43011

6 Undong-Undang Nomor |0 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Persturan Perusdang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 1004 Nomor 51 Tambahsn
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4389),

7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pernenintshan Deersh | Lonberse
MMMTMIM MNomer 125, Tambshan Lomberan “wcgara
Repulik Indonesin Nomor 4437) scbagmmana telash diubah dengan | adang | adeg
Nomeor 38 Tahun 2005 tentung Penctapan  Peraturan Pemenintahan Peaggant: | adesg
Uindang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubaban atas Undang-|'ndang ™ omor 12 Tabmm
2005 Tentmng Pemerintshan Dacrah Menjadi Undang-| ndang (1 cnbaran “scqpars
Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran “egara Repubih
Indonesia Nomor 4548),

§ Pemtursn Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentuny Fondiian

' t'”““hhm“thiﬂl“ 1 enags
Pendidikan,

10, Peraturan Pemevintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahus 1992 tmany Porw wena
 mnsyarakat dalam Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerntaban Nomor 69 Tahon 1992
 tentan, mmmmmrwnmpu
__T*HMIMN“MMH—"I_
or 114, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesas Nomor 3500)
wintahan Nomor 23 Tabun 2000 tentang Kewenangan Pemenniahan Dan
or 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957




e

12, PP 0o 32 tabun 2013 tentang perubahan atas Persturan Pemerintahan Republik Indoncsia
Notor 19 Tahun 2008 Temang Standar Nasional Pendidikan;

17 Permturan Mendiknns Republik Indonesin nomor 49 tahun 2007 tentang Standas
Pengelolaan Pendidikn oleh Satuan Pendidikan Non Formal,

14 Persturan Mentert Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007
festang Standur Peogelolaan Pendidikan oleh Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Pemerininh Dacrah

15 Pormturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tabun 2009 tentang sistem penjaminan
ity Pendidilon |

16, Permturan Pemerintah Republik Indonesin Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas
persturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelengimrann
Pendidikan |

17 Poraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayasn Republik Indonesin Nomor 81 tahun 20 I3
tentang, pendirian satuan Pendidikan Nonformal

I8, Persturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006 Tentmng ljin Pendinan
Lembaga Kursus / Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semurang)

19 Peraturan dserah kabupaten semarang nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Pendidikun

20, Pernturun Daerah Kabupsten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan kedua
atas peruturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang orgamsasi dan
tutn Kerjn Dinas Daerah Kabupaten Semarang

MEMUTUSKAN e

Menetapkan:
PERTAMA Memmiberikan Ljin Pendirian Lembagn Pusal Kegintan Belajar Masyarakat (PKBM)
kepadda -
Nama Lem PKBM NGEJAR KAWERLH
Numa Ketun . Khairul Anwar
Alamnt Lembagn Dusun Banjarsari, RT 01 RW 08 Desa Bancak
Kec. Bancak, Kab, Semarang

KEDUA Tugas dan tnggung jawab Lembaga sebagaimana dimaksud Dikium PERTAMA
sebagni berkut
1 Menyelenggarakan aktifitas Pusat Kegintan Belajar Masynrakat sesuni dengan ijin
yang diberikan,
2 Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukon  kenmmdian,
3. Mengirimkan laporan berkaln sesum ketentuan yang diberkan

KETIGA mmmmnhﬂmhngmmihuﬂkdumtmukepummimmbehmmm d
Lembagn Diktum PERTAMA,
KEEMPAT Mhﬂmdhhiludupﬁhkmwdmkmmnpm&mmmimmuu
akan ndn perbaikan sebagaimana mestinya,
KELIMA Keputusan ini berlaku | tahun sejnk tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
Padatanggal 3 Seplember 2019

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
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